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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5772/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Tigaraksa yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara  Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG

SELATAN, PROVINSI BANTEN;, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  43  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxxx,  tempat  tinggal  di  KOTA  TANGERANG,

PROVINSI BANTEN;, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-

bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga

dengan register perkara Nomor 5772/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

   Bahwa  Penggugat  adalah  isteri  sah  dari  Tergugat  yang  telah

melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2008, yang

dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxx,  xxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxx,  Provinsi  Banten,

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:  341/116/III/2008,  tertanggal  24

Maret 2008;  
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  Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal terakhir di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;  

  Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

melakukan  hubungan  suami  isteri  (ba'da  dukhul)  dan  telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak yang bernama:    Anak  I  (L),  Tangerang  25  Desember

2008;  

    

  Bahwa  semula  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  berjalan  dengan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Januari  2020

keharmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  terjadi

perselisihan dan percekcokan, disebabkan:    Tergugat  sudah  tidak

memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;  

  Tergugat  pernah  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)

terhadap Penggugat;  

  Antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  ada  kecocokan  dalam

membina rumah tangga, karena sering terjadi keributan walaupun masalah

hal sapele;  

  Tergugat terlalu curiga dan cemburuan terhadap Penggugat;  

  Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina dengan

baik lagi;  

    

  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat  dengan

Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, yang mana Penggugat

pergi meninggalkan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak nyaman lagi

tinggal  bersama Tergugat.  Sehingga antara  Penggugat  dengan Tergugat

sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;  

  Bahwa,  rumah  tangga  tersebut  sudah  sulit  untuk  dibina  menjadi  suatu

rumah  tangga  yang  baik  dan  harmonis  kembali,  sehingga  tujuan

perkawinan  untuk  membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;  

  Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat  merasa tidak sanggup lagi untuk

melanjutkan  rumah  tangga  dengan  Tergugat,  karenanya  Penggugat
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berkesimpulan  satu-satunya  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Penggugat

adalah bercerai dengan Tergugat;  

  Bahwa  dengan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;  

  Bahwa  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar  dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

 Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama Tigaraksa  cq.  Majelis  Hakim segera  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Tigaraksa  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

   Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

  Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  

  

Subsider:

Apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  maka mohon untuk  menjatuhkan putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan  oleh Ketua Majelis

telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil; 

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua

belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi

terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
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Mediasi di Pangadilan,  para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang

tersedia  dan  para  pihak  sepakat  menyerahkan  kepada  majelis  hakim untuk

menunjuk  (H.A. Jakin Karim, S.H., M.H.)   sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para

pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa  kemudian  pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah  mengajukan

jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa  atas  jawaban  Tergugat  tersebut  Penggugat  telah  mengajukan

repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil

gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil

jawabannya;

Bahwa   untuk  meneguhkan  dalil   gugatannya,   Penggugat  telah

mengajukan bukti surat berupa :

...

Bahwa  selain  mengajukan  bukti  surat,   Penggugat  juga  telah

menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. ...,  umur  ...  tahun,  agama ...,  pendidikan  ...,  pekerjaan  ...,  bertempat

tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

...

2. ...,  umur  ...  tahun,  agama ...,  pendidikan  ...,  pekerjaan  ...,  bertempat

tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

...

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil   bantahannya,  Tergugat  telah

mengajukan bukti surat berupa :
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Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan

saksi-saksi di persidangan yaitu:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon

putusan; 

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada

hal-hal  sebagaimana  tercantum dalam berita  acara  persidangan  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di

persidangan   dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal  82 ayat (1)

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31

ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan

perdamaian  dengan  cara  menganjurkan  kepada  Penggugat  agar

mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa

perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Tingkat  Pertama  wajib  lebih  dahulu

diupayakan  penyelesaian  melalui  perdamaian  dengan  bantuan  Mediator,

selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan

bahwa  usaha  mediasi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dilaksanakan

namun tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  telah  terbukti  Penggugat

bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena

itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
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Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini  menjadi  wewenang  Pengadilan  Agama

Tigaraksa;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengakuan  Tergugat,  Bukti  P.2  dan

keterangan  saksi-saksi  di  persidangan  telah  terbukti  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas

bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  perceraian

terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

secara terus-menerus disebabkan ……………………. Perselisihan yang terus

menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

rumah/ranjangsejak …………………..;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

telah  memberikan jawaban yang pada pokoknya …….. mengakui/membantah

telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat

dan  Tergugat  dan  Tergugat  menyatakan  pada  dasarnya  keberatan  untuk

bercerai  dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat

namun  apabila  Penggugat  tetap  bersikeras  ingin  bercerai  Tergugat

menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah

menghadirkan dua orang saksi bernama ………….dan……………., kedua saksi

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi  dan  merupakan  orang

dekat   Penggugat  dan  telah  menerangkan  dibawah  sumpah  yang  pada

pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah

menghadirkan  seorang/dua  saksi  bernama……………….  dan  …………..,

saksi/kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi  dan

merupakan orang dekat  Tergugat dan telah menerangkan yang pada pokoknya

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  sejak  ........

……………….;
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Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan

dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan

Tergugat,  maka  majelis  hakim telah  menemukan fakta  di  persidangan yang

pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,

antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus sejak ………….. tahun setelah menikah dan telah berpisah tempat

tinggal sejak ……………….;

Menimbang  bahwa  usaha  damai  sudah  dilakukan  baik  oleh  majelis

hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak

mungkin  lagi  dipersatukan  sehingga  mempertahankan  perkawinan  yang

demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas   apabila

dihubungkan  dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan

alat bukti  yang sempurna dan mengikat (vide pasal  174 HIR),  maka majelis

hakim berkesimpulan “rumah tangga  Penggugat dan Tergugat   benar-benar

telah  pecah  (broken  marriage)  serta  telah  terjadi  perselisihan  secara  terus

menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan

kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

atau  rumah  tangga  yang  sakinah  mawaddah  dan  rahmah  sebagaimana

dikehendaki  dalam Al-Qur'an  surat  Ar-Rum ayat  (21)  jo.  Pasal  3  Kompilasi

Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga  Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  mengesampingkan  siapa  yang  terlebih

dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas

dari  apa  yang  menjadi  penyebab  perselisihan  hingga  timbulnya

ketidakharmonisan  dalam rumah tangga,  majelis  hakim  berpendapat  bahwa

ternyata perselisihan yang berkepanjangan  yang terjadi antara Penggugat dan

Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  majelis  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat   telah  cukup
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alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana  dimaksud Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Jo.  Pasal  19  Huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Instruksi  Presiden

Nomor  1  Tahun  1991  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  gugatan

Penggugat patut  untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat ; 

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3.    Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 660.000,00, ( enam ratus enam puluh ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari  Senin tanggal  21 November 2022

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  26  Rabiul  Akhir  1444 Hijriah,  oleh  kami  Drs.

Akhmadi,  M.Sy  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  Rahmat,  S.H.,  M.H.  dan  Endin

Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang

terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga oleh Ketua Majelis  tersebut  dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Shony Arbi,

S.H.I.,  M.H. sebagai  Panitera  Pengganti  dan  dihadiri  oleh  Penggugat  dan

Tergugat;

Ketua Majelis,
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Drs. Akhmadi, M.Sy

          Hakim Anggota,                                     Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H. Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp515.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

1. Biaya Meterai          : Rp  10.000  ,00  

Jumlah                          : Rp.      660.000,00 

                                                 (enam ratus enam puluh ribu,00 rupiah)
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